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BAB V 

SIMPULAN, REKOMENDASI, DAN PRODUK PENELITIAN 

 

 

D. Simpulan 

1. Simpulan Umum 

Manajemen kehumasan di MAN 1 dan MAN 2 Tabalong telah berjalan 

dengan arah strategis dalam meningkatkan minat calon peserta didik, meski 

belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip manajemen GR Terry karena 

masih bersifat intuitif dan belum berbasis data serta indikator terukur. 

Keempat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengendalian, telah diterapkan secara adaptif dengan 

memanfaatkan sumber daya internal, publikasi digital, dan kerja sama 

eksternal. Integrasi nilai-nilai teologis, etis, rasional, dan pragmatis 

menjadi keunggulan konseptual yang memberi arah moral dan spiritual 

bagi praktik kehumasan, sehingga meski terdapat keterbatasan struktural 

dan sumber daya, kedua madrasah mampu membangun citra positif, 

memperluas jangkauan komunikasi, dan meningkatkan minat peserta didik 

baru secara nyata. 

2. Simpulan Khusus 

Perencanaan manajemen kehumasan di MAN 1 dan MAN 2 

Tabalong telah menunjukkan arah strategis dalam meningkatkan minat 

calon peserta didik, namun belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip 

planning menurut GR Terry yang mensyartkan perencanaan berbasis data, 

analisis masa depan, atau indikator kinerja yang terukur. Integrasi nilai 

teologis dalam perencanaan menjadi kekuatan khas madrasah namun nilai 

teologis tersebut masih bersifat normatif dan belum dioperasionalkan 

dalam instrumen manajerial. 

Pengorganisasian kehumasan menunjukkan bahwa kedua 

madrasah mulai mengadopsi prinsip-prinsip struktur fungsional, dan telah 

sesuai dengan teori GR Terry terutama dalam hal pembentukan struktur 
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formal, pembagian kerja, delegasi kewenangan, dan alokasi sumber daya 

yang rasional serta efisien. Dengan pembagian kerja yang mengacu pada 

tugas-tugas seperti dokumentasi, publikasi, dan promosi. Namun 

demikian, struktur organisasi kehumasan belum diinstitusionalisasi dalam 

struktur resmi madrasah, dan belum dilandasi prinsip manajerial yang 

kuat, seperti garis komando yang jelas, tanggung jawab kolektif. 

Keunggulan pengorganisasian terletak pada integrasi nilai-nilai teologis 

dan etis yang memberi arah moral, amanah, dan tanggung jawab spiritual 

dalam pengelolaan humas madrasah.  

Pelaksanaan manajemen kehumasan di MAN 1 dan MAN 2 

Tabalong telah mencerminkan prinsip actuating G.R. Terry melalui 

motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi yang cukup efektif, serta 

pemanfaatan media digital. MAN 1 kuat pada kepemimpinan partisipatif 

dan komunikasi terbuka, sementara MAN 2 unggul pada sistem insentif 

dan pembagian tugas. Namun, keduanya masih lemah pada aspek sistemik, 

terutama karena belum memiliki perencanaan strategis, indikator kinerja, 

pemetaan stakeholder, dan SOP isu-krisis. Fungsi pelaksanaan juga  

menunjukkan nilai etis dan praktis, tetapi belum sepenuhnya terbangun 

sebagai sistem kelembagaan yang solid..  

Fungsi pengendalian kehumasan di MAN 1 dan MAN 2 Tabalong 

meliputi pengukuran kinerja, pembandingan standar, dan tindakan korektif 

telah sesuai dengan sebagian prinsip pengendalian G.R. Terry. Kekuatan 

ada pada pemantauan rutin, ketepatan waktu publikasi, respons pimpinan 

melalui pembinaan SDM, validasi konten yang ketat, serta pada integrasi 

nilai rasionalisme, pragmatisme, dan enam sistem nilai Ahmad Sanusi 

yang memperkuat logika analisis, efektivitas hasil, serta arah moral dan 

spiritual dalam evaluasi, sehingga controlling berfungsi tidak hanya 

sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana pembinaan etis dan 

religius. Kelemahan ditemukan pada belum adanya indikator evaluasi 

yang baku, dokumentasi yang sistematis, dan pelibatan stakeholder 

eksternal, sehingga pengendalian masih bersifat subjektif, intuitif dan 
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normatif, belum memenuhi standar evaluasi manajerial yang terstruktur, 

berbasis data, dan indikator terukur.   

Permasalahan manajemen kehumasan di MAN 1 dan MAN 2 

Tabalong berakar pada aspek struktural, sumber daya, dan pembiayaan 

yang saling terkait. Secara struktural, belum adanya unit humas formal 

serta belum terintegrasinya kehumasan dalam dokumen perencanaan dan 

penganggaran membuat fungsi komunikasi publik berjalan secara teknis 

dan insidental. Dari sisi sumber daya, ketiadaan tenaga profesional, beban 

kerja ganda, dan keterbatasan fasilitas menghambat konsistensi dan 

kualitas publikasi digital. Secara kelembagaan, pandangan terhadap humas 

hanya sebagai tugas tambahan mengurangi efektivitasnya dalam 

membangun citra dan hubungan eksternal madrasah. Keterbatasan 

anggaran memperkuat permasalahan ini, bukan hanya karena kurangnya 

dana, tetapi karena humas belum diposisikan sebagai bagian strategis 

dalam pembangunan reputasi lembaga.  

Sebagai solusi atas kendala tersebut MAN 1 dan MAN 2 Tabalong 

telah melakukan berbagai langkah adaptif dalam mengatasi keterbatasan 

SDM, fasilitas, dan pembiayaan kehumasan, namun sifatnya masih parsial 

dan belum sepenuhnya sistemik. Pada aspek fasilitas dan anggaran, 

penggunaan alat pribadi, ruang sementara, pengadaan bertahap, serta 

kreativitas pembiayaan mencerminkan daya adaptasi, namun belum 

didukung pos anggaran tetap dan perencanaan strategis kelembagaan. 

Secara keseluruhan, solusi yang diterapkan telah membuka arah perubahan 

positif, tetapi masih memerlukan penguatan struktur, kebijakan, dan 

budaya organisasi agar kehumasan benar-benar menjadi fungsi strategis 

dalam peningkatan citra dan daya saing madrasah. 

Dampak penerapan manajemen kehumasan di MAN di Tabalong 

meskipun belum ideal namun telah memiliki dampak signifikan. Kedua 

madrasah berhasil membangun citra positif melalui eksistensi digital dan 

komunikasi yang intens dengan masyarakat. Kehumasan berbasis nilai 

filosofis dan nilai-nilai Islam terbukti efektif dalam meningkatkan 
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kredibilitas, reputasi, dan daya tarik madrasah di mata publik, dan akses 

masyarakat terhadap pendidikan Islam yang bermutu semakin terbuka 

sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008. 

E. Rekomendasi 

1. Bagi Pengawas Pembina Madrasah 

a. Menginisiasi penyusunan pedoman manajemen kehumasan madrasah 

berbasis standar mutu dan nilai-nilai pendidikan Islam, yang dapat 

digunakan sebagai acuan oleh semua madrasah binaan. 

b. Mendorong evaluasi rutin terhadap efektivitas fungsi humas di madrasah, 

termasuk dengan indikator yang terukur dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran Madrasah (RKAM). 

c. Memberikan bimbingan teknis (bimtek) dan penguatan kapasitas kepada 

kepala madrasah dalam hal kepemimpinan strategis bidang kehumasan 

dan pengembangan citra institusi. 

d. Melibatkan unsur humas dalam pengawasan implementasi Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) dan standar mutu madrasah dalam konteks 

hubungan dengan masyarakat. 

2. Bagi Kepala MAN 1 dan MAN 2 Tabalong 

a. Menetapkan Unit Kehumasan sebagai bagian struktural resmi dalam 

organisasi madrasah dengan struktur tugas, fungsi, dan tanggung jawab 

yang jelas dan terdokumentasi. 

b. Mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program-program 

kehumasan dalam RKAM setiap tahunnya secara proporsional dan 

berkelanjutan. 

c. Mengintegrasikan rencana kehumasan ke dalam dokumen perencanaan 

madrasah seperti Rencana Kerja Madrasah (RKM), dengan 

memperhatikan indikator kinerja kehumasan berbasis data. 

d. Mendorong kerjasama dengan media lokal, instansi pemerintah, dan 

mitra eksternal lainnya untuk memperluas jangkauan promosi dan 

membangun jejaring publik yang strategis. 
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e. Menyediakan sarana prasarana humas yang mendukung, seperti 

perangkat editing, kamera, koneksi internet, serta pelatihan khusus bagi 

tim humas. 

3. Bagi Tim Humas MAN 1 dan MAN 2 Tabalong 

a. Menyusun strategi komunikasi kehumasan berbasis data, termasuk riset 

sederhana terhadap persepsi masyarakat, tren media sosial, dan profil 

calon peserta didik. 

b. Mengembangkan konten kreatif dan informatif secara konsisten melalui 

berbagai platform digital dengan pendekatan storytelling yang kuat dan 

humanistik. 

c. Menjalin koordinasi yang erat dengan guru, tenaga kependidikan, dan 

alumni dalam membangun narasi positif tentang madrasah. 

d. Mengelola sistem dokumentasi kegiatan madrasah secara terstruktur dan 

terarsipkan dengan baik sebagai bahan publikasi berkala. 

e. Menginisiasi agenda komunikasi dua arah dengan publik seperti forum 

dialog, survey kepuasan, atau program humas goes to school. 

4. Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan MAN 1 dan MAN 2 Tabalong 

a. Mendukung program-program kehumasan dengan berperan aktif dalam 

dokumentasi, publikasi, dan penyebaran informasi tentang kegiatan 

pembelajaran dan prestasi siswa. 

b. Menjaga komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua sebagai 

bagian dari representasi citra positif madrasah di lingkungan sosial 

masing-masing. 

c. Memberikan masukan dan ide-ide kreatif kepada tim humas untuk 

peningkatan promosi dan penguatan brand madrasah. 

d. Meningkatkan kesadaran bahwa seluruh komponen madrasah 

merupakan bagian dari citra kelembagaan yang harus dikelola secara 

kolektif dan profesional. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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a. Mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif 

atau mixed methods untuk mengukur efektivitas strategi kehumasan 

terhadap peningkatan jumlah peserta didik baru. 

b. Melakukan studi komparatif antara madrasah dan sekolah umum atau 

antara madrasah berbasis kota dan pedesaan untuk melihat diferensiasi 

pendekatan manajemen kehumasan. 

c. Menyelidiki aspek peran media sosial dan digital branding dalam 

membangun loyalitas peserta didik dan masyarakat terhadap lembaga 

pendidikan Islam. 

d. Mengkaji hubungan antara penerapan nilai-nilai keislaman dalam 

kehumasan dengan kepercayaan publik terhadap madrasah. 

e. Menyusun instrumen evaluasi kinerja kehumasan yang valid dan reliabel 

untuk digunakan sebagai acuan penelitian dan praktik manajerial di 

lembaga pendidikan. 

F. Produk Penelitian 

1. Judul Produk Penelitian 

Prodok penelitian ini disusun dengan judul: Model Hipotetik Manajemen 

Kehumasan Partisipatif Berbasis Nilai pada Madrasah Aliyah Negeri 

Dalam Meningkatkan Minat Calon Peserta Didik.  

2. Alasan Rasional 

Dalam iklim pendidikan kontemporer yang ditandai oleh kompetisi 

antar-lembaga, keterbukaan informasi, dan ekspektasi publik yang semakin 

tinggi, keberadaan manajemen kehumasan tidak lagi sekadar pelengkap 

administratif atau bagian pinggiran dari organisasi madrasah. Sebaliknya, 

fungsi kehumasan telah menjadi salah satu indikator strategis dalam 

keberhasilan tata kelola lembaga pendidikan, termasuk madrasah aliyah 

negeri. Madrasah tidak hanya dituntut untuk menyelenggarakan 

pembelajaran bermutu dan berkarakter, tetapi juga mampu menampilkan 

dirinya sebagai lembaga yang terbuka, adaptif, komunikatif, dan dipercaya 

publik. Oleh sebab itu, manajemen kehumasan merupakan jembatan krusial 

antara dunia internal madrasah dan realitas sosial yang terus bergerak. 



250 
 

 
 

Perubahan cara masyarakat memandang lembaga pendidikan, terutama 

dalam memilih sekolah bagi anak-anak mereka, kini lebih kompleks dan 

multidimensional. Mereka tidak hanya melihat isi kurikulum atau status 

akreditasi, tetapi juga mempertimbangkan kesan yang dibentuk oleh citra 

lembaga, gaya komunikasi yang dijalankan, serta konsistensi pesan publik 

yang disampaikan oleh madrasah. Dalam konteks ini, humas berperan 

bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai pengelola 

persepsi dan penjaga integritas institusi. Di sinilah urgensi penguatan 

fungsi kehumasan menjadi nyata dan mendesak, terlebih bagi madrasah 

aliyah negeri yang masih menghadapi tantangan dalam membangun citra 

dan meningkatkan animo masyarakat untuk memilihnya. 

Kenyataan ini mengharuskan setiap madrasah untuk mulai membangun 

sistem kehumasan yang tidak hanya bersifat teknis dan reaktif, tetapi juga 

strategis, partisipatif, dan berorientasi nilai. Dengan sistem humas yang 

dikelola secara profesional dan terencana, madrasah dapat memperkuat 

eksistensinya, membangun kepercayaan masyarakat, dan menarik minat 

calon peserta didik secara lebih efektif. Dalam kerangka inilah, dapat 

dirumuskan lima alasan rasional utama mengapa manajemen kehumasan 

perlu ditempatkan sebagai fungsi strategis dalam penyelenggaraan 

pendidikan di madrasah aliyah negeri: 

Pertama, manajemen kehumasan yang efektif mampu membangun 

identitas kelembagaan yang kuat dan kredibel. Identitas ini sangat penting 

karena masyarakat, khususnya orang tua calon pesert didik, membuat 

keputusan pendidikan bukan hanya berdasarkan kurikulum atau nilai 

akademik, tetapi juga berdasarkan citra dan reputasi yang mereka tangkap 

dari madrasah. Tanpa strategi komunikasi yang terarah, keunggulan 

madrasah dalam bidang keagamaan, akademik, maupun karakter bisa 

tenggelam dalam persepsi publik yang keliru atau tidak terbangun. 

Kedua, manajemen kehumasan yang sistematis dapat menjadi jembatan 

komunikasi antara madrasah dan publik. Dalam konteks Undang-Undang 

No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, madrasah 
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sebagai lembaga publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi 

secara transparan, akurat, dan bertanggung jawab. Fungsi ini tidak hanya 

untuk akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam 

mendukung kemajuan madrasah. 

Ketiga, fungsi kehumasan menjadi sangat vital dalam meningkatkan 

minat calon peserta didik baru. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) bukan hanya proses administrasi, melainkan juga momentum 

branding institusi. Di sinilah humas berperan dalam menyusun strategi 

promosi yang tepat sasaran, menarik, dan bernuansa religius yang 

mencerminkan keunggulan madrasah. Tanpa strategi yang terencana, 

madrasah akan tertinggal dalam mempromosikan keunggulannya 

dibandingkan sekolah umum atau swasta lain yang lebih agresif dalam 

promosi. 

Keempat, penguatan kehumasan juga sejalan dengan semangat 

manajemen berbasis sekolah (MBS), di mana setiap unsur sekolah, 

termasuk SDM, fasilitas, dan relasi eksternal, dikelola secara otonom, 

partisipatif, dan akuntabel. Dalam pendekatan MBS, humas bukan sekadar 

pelaksana teknis, tetapi menjadi bagian dari tata kelola mutu pendidikan 

madrasah. Ia menjadi wajah madrasah di hadapan masyarakat, termasuk 

mitra, alumni, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Kelima, humas madrasah berperan sebagai agen pengubah persepsi 

(perception management) terhadap stereotip atau stigma yang kadang 

melekat pada lembaga pendidikan Islam. Melalui komunikasi yang 

berbasis nilai Islam dan sistem nilai pendidikan (seperti nilai etis dan 

teleologis), madrasah dapat tampil sebagai lembaga yang unggul, terbuka, 

modern, namun tetap kokoh secara ideologis. 

Pentingnya manajemen kehumasan di Madrasah Aliyah Negeri bukan 

hanya untuk memenuhi fungsi komunikasi internal dan eksternal, tetapi 

juga sebagai strategi eksistensial dan transformasional yang menentukan 

kelangsungan dan perkembangan lembaga di masa depan. Maka diperlukan 

model manajemen kehumasan partisipatif yang tidak hanya berbasis pada 
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prinsip manajerial modern (POAC), tetapi juga selaras dengan nilai-nilai 

Islam dan sistem nilai pendidikan yang utuh dan membebaskan. 

3. Tujuan 

Penyusunan model hipotetik manajemen kehumasan partisipatif 

berbasis nilai pada madrasah aliyah negeri ini dilandasi oleh kebutuhan 

mendesak untuk menghadirkan sebuah kerangka sistematik, terpadu, dan 

berbasis nilai yang mampu menjawab tantangan strategis lembaga 

pendidikan Islam di era modern. Model ini bukan sekadar hasil perumusan 

akademik, tetapi merupakan representasi dari upaya menyusun solusi 

praktis yang aplikatif atas temuan-temuan empirik di lapangan yang 

menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan kehumasan di madrasah, baik 

dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Oleh karena itu, tujuan 

utama dari penyusunan produk ini adalah menghadirkan alat bantu strategis 

berupa model manajemen kehumasan partisipatif, yang mampu digunakan 

oleh madrasah aliyah negeri sebagai panduan dalam mengelola komunikasi 

publik dan promosi institusi secara terarah, terstruktur, dan bernilai. 

Model ini juga bertujuan untuk mengangkat fungsi kehumasan dari 

ranah administratif-teknis menuju peran strategis yang integral dalam 

manajemen lembaga. Kehumasan di madrasah selama ini cenderung 

bersifat reaktif dan tidak dilandasi oleh perencanaan yang matang, serta 

minim evaluasi berbasis data. Padahal, dalam konteks dinamika 

masyarakat yang makin sadar informasi dan selektif dalam memilih 

lembaga pendidikan, humas justru menjadi garda terdepan dalam 

membangun persepsi publik, membentuk citra lembaga, serta 

menyampaikan pesan-pesan kunci lembaga secara konsisten dan 

terpercaya. Oleh sebab itu, model ini diarahkan untuk mendorong madrasah 

agar secara sadar dan terencana membangun sistem kehumasan yang tidak 

hanya fungsional, tetapi juga visioner. 

Lebih jauh, penyusunan model ini bertujuan untuk menanamkan 

kesadaran bahwa keberhasilan manajemen kehumasan tidak hanya 

bergantung pada individu pelaksana humas, tetapi pada keterlibatan 
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kolektif seluruh warga madrasah. Oleh karena itu, produk ini dirancang 

dengan pendekatan partisipatif, di mana siswa, guru, alumni, hingga orang 

tua dilibatkan dalam struktur dan aktivitas kehumasan. Tujuan ini selaras 

dengan paradigma manajemen berbasis sekolah (school-based 

management), yang menekankan kemandirian lembaga dalam pengelolaan 

sumber daya, termasuk dalam membangun relasi eksternal dan membentuk 

kepercayaan masyarakat. 

Selain itu, model ini memiliki tujuan ideologis dan filosofis, yaitu 

mengintegrasikan nilai-nilai dasar keislaman dan sistem nilai kemanusiaan 

universal ke dalam praktik kehumasan madrasah. Dalam konteks ini, nilai 

etis seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, serta nilai teleologis 

seperti kebermanfaatan, orientasi tujuan, dan keberhasilan jangka panjang, 

diinternalisasikan ke dalam strategi komunikasi dan aktivitas promosi 

madrasah. Dengan demikian, kehumasan madrasah tidak hanya menjadi 

instrumen pencitraan, tetapi sekaligus menjadi cermin nilai-nilai 

pendidikan Islam yang menyatu dengan tindakan nyata dan praktik 

manajerial yang modern. 

Tujuan akhir dari penyusunan model ini adalah agar madrasah aliyah 

negeri, khususnya MAN 1 dan MAN 2 Tabalong, mampu memperkuat 

posisi strategisnya di tengah masyarakat sebagai lembaga pendidikan Islam 

yang kredibel, profesional, dan unggul, serta memiliki kemampuan untuk 

menarik minat calon peserta didik secara berkelanjutan. Lebih dari itu, 

model ini diharapkan dapat menjadi prototipe konseptual yang fleksibel 

dan dapat direplikasi oleh madrasah lain di berbagai wilayah dengan 

menyesuaikan konteks lokal, sumber daya, serta tantangan yang dihadapi 

masing-masing lembaga. 

4. Dasar Hukum  

Model ini disusun dengan berlandaskan berbagai kebijakan, diantara 

landasan kebijakannya adalah seba 

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 



254 
 

 
 

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

c. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah dan PMA Nomor 66 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas PMA No. 90 Tahun 2013 

d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 

2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025–2029 

e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 64 Tahun 2025 

tentang Petunjuk Teknis PPDBM 

f. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Umum Tata Kelola Kehumasan di Instansi Pemerintah 

g.  Rencana Strategis Kementerian Agama RI (Renstra Kemenag) Tahun 

2025–2029 

5. Persyaratan 

Agar model hipotetik manajemen kehumasan partisipatif berbasis nilai 

ini dapat diterapkan secara optimal di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri, 

maka dibutuhkan sejumlah prasyarat penting yang bersifat sistemik, 

kontekstual, dan berkelanjutan. Persyaratan tersebut mencakup aspek 

kepemimpinan, sumber daya manusia, sarana pendukung, regulasi internal, 

dan atmosfer kultural madrasah. Tanpa pemenuhan prasyarat ini, model 

yang dirancang berisiko menjadi konsep ideal yang sulit 

diimplementasikan dalam realitas madrasah yang kompleks. 

1. Dukungan Kebijakan  

Dukungan kebijakan merupakan pondasi paling fundamental 

dalam penerapan model manajemen kehumasan madrasah aliyah. 

Tanpa pijakan kebijakan yang kuat dan berorientasi strategis, fungsi 

kehumasan hanya akan berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi 

dalam sistem manajemen madrasah. Dukungan kebijakan dalam 

konteks ini harus dipahami secara de jure dan de facto: bukan hanya 

pengakuan hukum atas keberadaan fungsi kehumasan, tetapi juga 
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pelaksanaan konkret melalui struktur, perencanaan, penganggaran, dan 

pengawasan yang melembaga. 

Secara de jure, keberadaan fungsi humas dalam sistem manajemen 

madrasah memperoleh legitimasi kuat dari berbagai regulasi nasional. 

Salah satu yang paling relevan dan strategis adalah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 

KIP). UU ini menegaskan bahwa setiap badan publik, termasuk 

lembaga pendidikan negeri seperti madrasah aliyah, wajib 

menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara 

proaktif, tepat waktu, dan tidak diskriminatif. Dalam Pasal 7 ayat (1) 

UU KIP disebutkan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, 

memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di 

bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain 

Informasi yang dikecualikan.” 

Dalam konteks ini, fungsi kehumasan menjadi instrumen 

operasional utama dalam mengimplementasikan kewajiban undang-

undang tersebut di satuan pendidikan. Humas bertugas mengelola 

komunikasi institusi, menyampaikan informasi tentang program, 

kebijakan, kegiatan, capaian, hingga pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh madrasah. Tanpa kehadiran tim humas yang 

profesional dan sistem kerja yang terstruktur, maka kewajiban 

madrasah dalam memenuhi UU KIP akan sulit terlaksana secara 

optimal. Dengan kata lain, fungsi humas adalah wujud praktis dari hak 

publik atas informasi dan tanggung jawab lembaga terhadap 

akuntabilitas publik. 

Namun demikian, agar fungsi ini dapat berjalan secara efektif, 

maka dibutuhkan dukungan kebijakan internal di tingkat madrasah, 

yang mewujud dalam bentuk kebijakan normatif dan kebijakan 

operasional. Kebijakan normatif adalah pengakuan resmi akan 

pentingnya fungsi kehumasan sebagai bagian dari sistem manajemen 

madrasah, misalnya dalam bentuk pengesahan struktur organisasi 
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humas, penyusunan regulasi internal (SOP, kode etik humas), dan 

pengintegrasian fungsi humas dalam dokumen perencanaan strategis 

madrasah. Kebijakan operasional mencakup alokasi anggaran, 

pembentukan tim lintas unsur (guru, siswa, alumni), dukungan 

pelatihan, dan mekanisme evaluasi berkala. 

Penerapan model ini mensyaratkan bahwa apa yang menjadi tugas 

humas (publikasi, promosi PPDB, relasi masyarakat, pelaporan 

informasi) harus didukung dengan kebijakan tentang bagaimana tugas 

itu dijalankan secara legal, terstruktur, dan terukur. Hal ini sejalan 

dengan amanat PMA No. 90 Tahun 2013 jo. PMA No. 66 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, yang menegaskan 

perlunya manajemen madrasah berbasis mutu dan keterbukaan. KMA 

No. 2791 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis PPDB juga menyatakan 

bahwa proses penerimaan peserta didik harus dilaksanakan secara 

objektif dan transparan dan kehumasan menjadi unsur pelaksana utama 

transparansi tersebut. 

Dukungan kebijakan juga memiliki nilai strategis dalam menjamin 

keberlanjutan dan pelembagaan fungsi kehumasan. Tanpa dukungan 

ini, kegiatan humas hanya akan bergantung pada individu atau 

kelompok kecil yang memiliki kemampuan dan semangat pribadi, 

namun tidak memiliki legitimasi struktural. Akibatnya, kegiatan 

kehumasan menjadi tidak berkelanjutan, rentan stagnasi, dan tidak 

terdokumentasi sebagai bagian dari akuntabilitas kelembagaan. Selain 

itu, fungsi humas akan sulit diakui secara formal dalam alokasi 

anggaran madrasah, karena tidak tercantum dalam dokumen resmi 

seperti RKAM atau RKT. 

Sebaliknya, jika dukungan kebijakan tersedia dan diperkuat, maka 

fungsi humas akan memperoleh posisi strategis sebagai salah satu pilar 

manajemen mutu madrasah. Hal ini akan menciptakan ekosistem 

komunikasi publik yang sehat dan bernilai, memungkinkan masyarakat 

untuk melihat madrasah sebagai lembaga yang terbuka, profesional, 
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dan dapat dipercaya. Fungsi ini tidak hanya mendukung peningkatan 

citra lembaga, tetapi juga memperkuat kapasitas madrasah dalam 

menarik minat calon peserta didik, menjalin kemitraan strategis, serta 

memenuhi prinsip akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Dukungan kebijakan bukan sekadar prosedural, tetapi bersifat 

transformasional. Ia menjadi garansi legal, etis, dan manajerial agar 

model manajemen kehumasan partisipatif ini tidak hanya bisa 

diterapkan secara teknis, tetapi juga dilembagakan sebagai bagian 

integral dari sistem tata kelola madrasah yang modern, terbuka, dan 

berbasis nilai. Tanpa kebijakan, model ini kehilangan landasan legal 

dan sistem pendukungnya. Dengan kebijakan, model ini memiliki arah, 

struktur, dan daya dorong untuk mewujudkan madrasah unggul yang 

dicintai masyarakat dan dipercaya publik. 

2. Dukungan Sumber Daya 

Penerapan model ini menuntut adanya sumber daya manusia yang 

kompeten dan berdaya. Dalam hal ini, madrasah perlu membentuk tim 

humas yang tidak hanya terdiri dari guru, tetapi juga melibatkan siswa, 

staf TU, dan alumni yang memiliki potensi serta minat dalam bidang 

komunikasi, media sosial, desain, dan publikasi. Kemampuan dasar 

dalam menulis berita, mendesain poster, mengelola akun media sosial, 

serta memahami etika komunikasi publik menjadi keterampilan yang 

perlu dikembangkan melalui pelatihan internal maupun kolaborasi 

dengan pihak eksternal. Pemberdayaan SDM ini tidak hanya bersifat 

teknis, tetapi juga harus menyentuh aspek nilai dan tanggung jawab 

moral dalam menyampaikan informasi yang jujur, sopan, dan 

bermanfaat.  

Selain memastikan bahwa tim kehumasan diisi oleh orang-orang 

yang berkompeten dan terlibat aktif, keberhasilan penerapan model 

manajemen kehumasan partisipatif di madrasah juga sangat bergantung 

pada dukungan anggaran pembiayaan yang terencana dan memadai. 
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Memang, humas bukan unit yang mencari keuntungan finansial, namun 

aktivitas mereka tidak bisa lepas dari kebutuhan operasional yang 

nyata. Tanpa dana, ide kreatif dan strategi komunikasi sering kali 

berhenti di angan-angan. Karena itu, penting bagi madrasah untuk 

mengalokasikan anggaran khusus dalam dokumen Rencana Kerja dan 

Anggaran Madrasah (RKAM), BOS, ataupun DIPA yang secara 

eksplisit mendukung kegiatan kehumasan. Anggaran ini dapat 

digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pelatihan tim, biaya 

produksi materi promosi, transportasi peliputan kegiatan, langganan 

aplikasi desain atau domain website resmi madrasah, hingga bentuk 

apresiasi simbolik bagi guru atau siswa yang terlibat aktif sebagai 

kontributor konten. 

Dukungan finansial semacam ini tidak hanya menunjukkan 

keseriusan madrasah dalam memperkuat citranya, tetapi juga 

menciptakan ruang yang lebih luas bagi tim humas untuk berinovasi. 

Dengan dana yang jelas, mereka bisa lebih leluasa merancang program 

komunikasi yang kreatif, menjangkau masyarakat lebih luas, dan 

membangun narasi publik yang membanggakan tentang madrasah.  

Di sisi lain, tak kalah pentingnya adalah ketersediaan fasilitas atau 

sarana fisik yang mendukung kerja tim humas. Di era digital seperti 

sekarang, kerja kehumasan tidak cukup hanya dengan menulis dan 

berbicara—mereka harus bisa memproduksi konten visual dan digital 

yang menarik dan profesional. Untuk itu, madrasah perlu menyediakan 

ruang sederhana tapi representatif sebagai ruang humas dan tempat 

yang nyaman untuk mengedit video, menyimpan dokumentasi, atau 

sekadar berdiskusi kreatif. Ruangan ini idealnya dilengkapi dengan 

koneksi internet yang stabil, laptop atau komputer yang memadai, 

printer, serta papan informasi. Selain itu, perlengkapan seperti kamera, 

tripod, mikrofon, pencahayaan sederhana, dan akses ke perangkat lunak 

desain atau editing menjadi kebutuhan harian yang tak bisa diabaikan. 

Perangkat digital seperti aplikasi desain grafis, platform media sosial, 
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dan perangkat lunak penyuntingan juga menjadi bagian penting dari 

ekosistem kerja humas. Oleh karena itu, madrasah perlu 

mengalokasikan anggaran atau menjalin kemitraan untuk pengadaan 

alat-alat tersebut secara bertahap karena ketika fasilitas ini tidak 

tersedia, sering kali tim humas harus mengandalkan alat pribadi yang 

terbatas dan tidak selalu sesuai dengan standar kebutuhan komunikasi 

publik. 

Dalam konteks ini, sumber daya manusia, dana, dan fasilitas 

bukanlah suatu pendukung yang berdiri sendiri, tetapi saling 

menguatkan. Ketiganya adalah pilar yang menopang fungsi kehumasan 

agar benar-benar bisa berperan sebagai wajah madrasah yang jujur, 

komunikatif, dan membangun kepercayaan publik. Ketika ketiganya 

tersedia dan dikelola dengan baik, maka humas tidak hanya menjadi 

pelaksana dokumentasi, tetapi menjadi motor penggerak narasi positif 

madrasah, menghidupkan semangat kolektif warga madrasah, dan 

membuka akses komunikasi yang sehat dengan masyarakat luas. 

Dukungan sumber daya ini pada akhirnya menunjukkan bahwa 

madrasah serius membangun dirinya bukan hanya sebagai tempat 

belajar, tapi sebagai lembaga yang hadir, tumbuh, dan dipercaya oleh 

lingkungannya. 

3. Partisipasi Aktif Elemen Madrasah  

Keberhasilan penerapan model manajemen kehumasan di 

madrasah aliyah negeri tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan 

dokumen perencanaan, struktur organisasi yang rapi, atau teknologi 

yang canggih. Di balik semua itu, ada satu fondasi penting yang 

menjadi ruh dari keseluruhan sistem: partisipasi aktif seluruh warga 

madrasah. Dalam model yang mengedepankan kolaborasi dan nilai, 

keterlibatan semua unsur yang ada di madrasah adalah nafas yang 

menghidupkan fungsi kehumasan dari dalam.  

Di lapangan, partisipasi ini terlihat dalam berbagai bentuk dan 

tahapan. Saat merancang strategi komunikasi dan menyusun narasi 
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publik, misalnya, suara guru dan staf TU sangat berarti. Mereka yang 

berada di barisan terdepan dalam kegiatan pembelajaran dan pelayanan 

bisa memberikan sudut pandang tentang apa saja keunggulan madrasah 

yang layak disampaikan ke masyarakat baik itu program unggulan, 

praktik keagamaan khas, maupun aktivitas siswa yang inspiratif. 

Kepala madrasah berperan memastikan bahwa strategi komunikasi 

tersebut mencerminkan visi besar lembaga, sementara komite dan 

alumni dapat menyumbangkan perspektif dari luar yang membantu 

membentuk narasi yang lebih utuh dan objektif. 

Dalam keseharian, kehumasan ,khususnya bidang publikasi, sangat 

bergantung pada aktivitas produksi dan pengelolaan konten. Di sinilah 

siswa dan guru menjadi tulang punggung utama. Siswa bisa terlibat 

aktif sebagai tim dokumentasi, pembuat konten media sosial, atau 

reporter mini yang belajar langsung bagaimana menyampaikan 

informasi dengan bijak dan kreatif. Guru pun punya peran besar: 

menyumbangkan tulisan ringan, membagikan refleksi pembelajaran, 

atau mendokumentasikan momen berharga di kelas untuk 

dipublikasikan. Bahkan tenaga kependidikan bisa dilibatkan dalam 

pengelolaan arsip digital atau menjadi admin yang membantu menjaga 

alur komunikasi internal madrasah. Alumni pun tak kalah penting yaitu 

pengalaman mereka bisa menjadi testimoni berharga yang memperkuat 

narasi bahwa madrasah ini adalah tempat bertumbuh yang patut 

dipercaya. 

Dalam ranah publikasi dan penyebaran informasi, semua warga 

madrasah bisa berkontribusi. Ketika guru, siswa, dan alumni 

membagikan konten resmi madrasah melalui akun pribadi mereka, 

jangkauan pesan menjadi jauh lebih luas dan terasa lebih personal. Ini 

membentuk ekosistem komunikasi digital yang hidup dan penuh 

semangat kebersamaan, di mana citra madrasah bukan dibangun oleh 

tim khusus semata, tetapi oleh seluruh komunitasnya. 
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Kegiatan kemitraan dan hubungan eksternal pun menuntut 

keterlibatan bersama. Guru bisa menjadi jembatan yang menjalin relasi 

dengan sekolah lain, media lokal, atau institusi keagamaan. Kepala 

madrasah dan komite punya posisi strategis dalam menjalin kerja sama 

dengan tokoh masyarakat atau lembaga pemerintah. Siswa pun bisa 

tampil sebagai representasi madrasah dalam ajang lomba, kegiatan 

bazar, atau kegiatan promosi PPDB. Bahkan orang tua memiliki peran 

tersendiri: mereka bisa menjadi penyambung pesan, menyampaikan 

kesan positif tentang madrasah kepada calon wali murid lainnya. 

Dan tentu saja, pada tahap evaluasi dan pengembangan program, 

partisipasi tetap dibutuhkan. Guru, siswa, hingga alumni bisa 

memberikan masukan terhadap strategi kehumasan yang telah 

dijalankan baik dalam bentuk apresiasi, kritik membangun, atau ide 

perbaikan. Umpan balik ini sangat penting untuk menjaga agar konten 

dan komunikasi publik yang dilakukan madrasah senantiasa relevan, 

bermakna, dan sesuai dengan nilai-nilai lembaga. 

Pada akhirnya, partisipasi aktif seluruh elemen madrasah bukan 

sekadar membantu fungsi humas secara teknis, tetapi justru 

menciptakan kehidupan komunikasi yang sistematis sekaligus 

kekeluargaan. Kehumasan tidak lagi menjadi urusan satu dua orang, 

melainkan menjadi gerakan bersama. Sebuah bentuk cinta terhadap 

lembaga, yang diwujudkan dalam kontribusi kecil namun berharga 

dalam bentuk foto, kata-kata, interaksi, atau hanya sekadar 

membagikan unggahan. Dan dalam suasana seperti inilah, fungsi 

kehumasan benar-benar hidup. Ia menjadi kekuatan yang memperkuat 

jati diri madrasah, menjembatani hubungan dengan masyarakat, dan 

membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. 

4. Kultur Lembaga yang Terbuka, Komunikatif, dan Partisipatif.  

Salah satu fondasi penting dalam keberhasilan implementasi model 

manajemen kehumasan partisipatif di madrasah aliyah negeri adalah 

adanya kultur organisasi yang sehat, yakni budaya kelembagaan yang 
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terbuka terhadap perubahan, mendorong partisipasi seluruh warga 

madrasah, serta memfasilitasi komunikasi yang jujur dan membangun. 

Budaya organisasi seperti inilah yang menjadi tanah subur tempat 

model kehumasan tumbuh dan berakar. 

Kultur madrasah seperti ini terbentuk perlahan dari sikap 

pimpinan, kebiasaan kerja harian, dan nilai-nilai yang ditanamkan 

dalam interaksi antarwarga. Dalam konteks kehumasan, madrasah yang 

terbuka akan menyediakan ruang bagi siapa saja untuk 

menyumbangkan gagasan, terlibat dalam proses, dan merasa dihargai 

kontribusinya termasuk bagi guru, siswa, tenaga kependidikan, bahkan 

orang tua dan alumni.  Keterbukaan ini menciptakan suasana bahwa 

membangun citra lembaga bukan hanya tanggung jawab tim humas, 

tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab bersama sebagai komunitas 

pendidikan. 

Madrasah yang partisipatif adalah madrasah yang tidak 

memonopoli ide dan keputusan hanya di tangan segelintir orang. 

Sebaliknya, ia mendorong setiap unsur lembaga untuk aktif terlibat 

dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program 

kelembagaan, termasuk program kehumasan. Guru yang menyumbang 

artikel, siswa yang mengelola media sosial madrasah, TU yang 

membantu mengarsipkan dokumentasi, atau kepala madrasah yang 

secara terbuka meminta masukan. Hal tersebut semuanya adalah tanda 

dari kultur yang partisipatif. Dalam suasana seperti ini, warga madrasah 

akan merasa memiliki lembaga, dan itu akan tercermin dari semangat 

mereka dalam menjaga nama baik serta menyuarakan pesan positif 

tentang madrasah kepada publik. 

Komunikasi menjadi unsur kunci berikutnya. Kultur yang 

komunikatif tidak berarti semua orang harus pandai bicara, melainkan 

bahwa setiap warga madrasah merasa aman, nyaman, dan dihargai saat 

menyampaikan pendapat atau ide. Dalam organisasi yang komunikatif, 

tidak ada rasa takut dihakimi juga tidak ada dominasi satu suara.  Setiap 
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interaksi menjadi ruang dialog yang sehat, di mana pimpinan 

mendengar guru, guru membuka ruang bagi siswa, dan siswa merasa 

dipercaya untuk berpendapat. Dalam konteks kehumasan, komunikasi 

internal yang kuat akan melahirkan konten-konten yang autentik, 

reflektif, dan menggambarkan kehidupan madrasah. 

Sebaliknya, bila madrasah masih berada dalam kultur yang 

tertutup, birokratis, dan satu arah, maka upaya kehumasan akan 

cenderung mandek. Tim humas akan bekerja sendiri tanpa dukungan, 

informasi akan mengalir lambat, ide-ide segar akan tertahan, dan 

komunikasi publik madrasah menjadi kering atau bahkan stagnan. Di 

sinilah pentingnya transformasi budaya madrasah, bukan hanya dalam 

bentuk kebijakan, tetapi juga dalam pola relasi sehari-hari dari yang 

formal menjadi dialogis, dari yang birokratis menjadi kolaboratif, dan 

dari yang kaku menjadi inklusif. Kultur terbuka, partisipatif, dan 

komunikatif ini menjadi syarat utama agar tercipta ruang yang 

melibatkan semua warga madrasah untuk memperkenalkan, membela, 

dan membanggakan lembaganya sehingga tampil ke publik sebagai 

institusi yang bernilai dan dipercaya.  

6. Langkah-Langkah Operasional Model  

Untuk melaksanakan Model Hipotetik Manajemen Kehumasan 

Partisipatif Berbasis Nilai pada Madrasah Aliyah Negeri Dalam 

Meningkatkan Minat Calon Peserta Didik ini dapat mengikuti alur sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan Kehumasan 

Tahap perencanaan merupakan fondasi utama dari seluruh proses 

implementasi model kehumasan partisipatif. Perencanaan bukan hanya 

menentukan apa yang akan dilakukan, tetapi juga mengapa, oleh siapa, 

untuk siapa, dan bagaimana caranya dilakukan secara bertanggung 

jawab dan berdampak. Dalam konteks madrasah aliyah negeri, 

perencanaan kehumasan harus disusun dengan memperhatikan nilai-

nilai Islam, karakteristik lembaga, kebutuhan komunikasi publik, serta 
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dinamika masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Di sinilah 

perencanaan berfungsi bukan hanya sebagai teknis manajerial, 

melainkan juga sebagai ruang aktualisasi nilai etis dan teleologis. 

Model kehumasan yang ingin dibangun tidak boleh berjalan tanpa 

arah. Oleh karena itu, tahap ini mencakup empat kegiatan utama yang 

menentukan kerangka kerja yang terarah dan terstruktur untuk 

mencapai hasil yang diinginkan secara bermakna: 

1) Analisis Kebutuhan Komunikasi dan Pemetaan Strategis Madrasah 

Langkah awal dalam perencanaan adalah melakukan analisis 

kebutuhan komunikasi publik madrasag berdasarkan kekhasan, visi-

misi, kekuatan internal, serta tantangan atau permasalahan 

kehumasan yang ada di madrasah. Proses ini bukan sekadar evaluasi 

teknis, tetapi mencakup pemahaman menyeluruh terhadap persepsi 

publik, kekuatan internal, hambatan struktural, serta potensi 

pengembangan citra madrasah ke depan. 

Salah satu aspek krusial dari analisis ini adalah mengetahui 

bagaimana citra atau branding madrasah dipersepsikan oleh 

masyarakat. Citra madrasah tidak hanya dibentuk oleh kualitas 

akademik, tetapi juga oleh narasi publik, interaksi sosial, visualisasi 

digital, dan komunikasi lisan dari siswa, alumni, orang tua, serta 

media. Analisis tentang hal ini dapat dilakukan melalui: 

a) Diskusi internal dengan pimpinan, guru, TU, siswa, dan alumni; 

b) Observasi terhadap persepsi masyarakat terhadap madrasah; 

c) Kajian terhadap pola komunikasi humas sebelumnya (jika ada); 

d) Studi kecil tentang media atau kanal yang paling sering diakses 

publik. 

Dari proses ini akan terpetakan: apa saja keunggulan madrasah 

yang bisa diangkat, apa tantangan citra yang perlu diatasi, siapa 

target audiens utama (calon peserta didik, orang tua, mitra), dan 

bagaimana pendekatan komunikasinya. 
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Integrasi nilai etis dalam proses ini mengutamakan prinsip 

kejujuran sangat penting. Madrasah perlu melihat dirinya secara 

jujur dan objektif yaitu tidak melebih-lebihkan, namun juga tidak 

menutupi potensi yang dimiliki. Integrasi nilai teleologis pada 

kegiatan pertama perencanaan ini yaitu analisis yang dilakukan pada 

tahap inni diarahkan untuk merancang strategi komunikasi yang 

memberikan manfaat nyata: memperbaiki citra, membuka akses 

informasi, dan mendekatkan madrasah dengan masyarakat. 

2) Menetapan Tujuan Kehumasan yang Terukur  

Setelah analisis dilakukan, tahap berikutnya adalah 

merumuskan tujuan-tujuan kehumasan secara spesifik, terukur, dan 

selaras dengan arah kelembagaan. Tujuan ini bisa bersifat kuantitatif 

(misalnya peningkatan interaksi media sosial, kenaikan jumlah 

pendaftar), dan juga kualitatif (peningkatan citra positif, munculnya 

kepercayaan dari publik). Contoh tujuan kehumasan misalnya: 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah melalui 

komunikasi publik yang terbuka dan edukatif, menyampaikan 

keunggulan program madrasah kepada calon peserta didik baru 

secara aktif, jujur, dan menarik, meningkatkan keterlibatan alumni 

dalam mendukung citra dan promosi madrasah. 

Penetapan tujuan harus dilakukan dengan tanggung jawab dan 

kesadaran sosial. Tujuan yang disusun bukan sekadar demi 

pencitraan, tetapi demi menyampaikan kebenaran dan nilai yang 

hidup di dalam madrasah, hal ini sebagai bentuk integrasi nilai etis 

dalam perencanaan manajemen kehumasan di madrasah aliyah 

negeri. Selain itu tujuan harus memiliki orientasi kebermanfaatan. 

Komunikasi humas bukan semata ingin "viral" atau "ramai", tetapi 

berdampak secara pendidikan, sosial, dan spiritual. Hal ini 

merupakan bentuk integrasi nilai teleologis dalam manajemen 

kehumasan.  

3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kehumasan  
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Setelah tahapan analisis kebutuhan dan permasalahan 

kehumasan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur warga 

madrasah (guru, siswa, staf TU, alumni, dan masyarakat sekitar), 

maka proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kehumasan 

(RKHT) dilakukan secara lebih fokus dan terbatas hanya oleh 

Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah (khususnya bidang 

humas/kesiswaan), dan Tim Humas Madrasah. 

Langkah ini mencerminkan efisiensi dan kesesuaian struktur, di 

mana perencanaan strategis adalah tanggung jawab pimpinan dan 

pelaksana teknis utama, bukan seluruh warga madrasah. Adapun 

hasil perencanaan akan menjadi acuan kerja formal yang disahkan 

melalui kepala madrasah dan diintegrasikan ke dalam dokumen 

kelembagaan. Rencana kerja ini menjadi alat bantu koordinasi dan 

akuntabilitas, sekaligus memberi arah yang jelas bagi tim humas 

dalam bekerja. Rencana kerja perlu disusun fleksibel dan dievaluasi 

berkala agar bisa menyesuaikan dengan dinamika madrasah.  

Sebagai bentuk integrasi nilai etis dan teleologis pada tahapan 

ini harus dipastikan oleh pimpinan bahwa pelaksanaan rencana harus 

dilakukan dengan disiplin dan tanggung jawab. Tidak boleh ada 

pelanggaran terhadap privasi, etika, atau aturan hukum saat 

mempublikasikan konten. Juga harus ada arahan bahwa setiap 

kegiatan harus kembali pada pertanyaan sederhana namun 

mendalam: "Apa manfaat konten atau kegiatan ini bagi publik dan 

madrasah?".  

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran ini juga perlu 

disusun strategi promosi dan narasi publik yang relevan yang tidak 

hanya efektif secara teknis, tetapi juga merefleksikan identitas dan 

nilai-nilai madrasah. Strategi ini mencakup a) penentuan platform 

komunikasi: media sosial, website, brosur, event offline/online, b) 

penentuan pesan kunci dan narasi: konten promosi harus 

mengangkat nilai-nilai keislaman, keunggulan program, dan 
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pengalaman nyata siswa/guru, c) segmentasi audiens dan 

pendekatan personalisasi: misalnya konten untuk orang tua, siswa 

SMP/MTs, masyarakat umum, atau alumni.  

4) Penyusunan Rencana dan Instrumen Monitoring-Evaluasi 

Kehumasan 

Monitoring dan evaluasi merupakan aspek integral dalam proses 

manajemen yang memastikan bahwa seluruh kegiatan kehumasan 

tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan 

dampak yang terukur dan bernilai. Dalam model pengelolaan 

kehumasan partisipatif, penyusunan rencana dan instrumen 

monitoring–evaluasi dilakukan secara sistematis dan proporsional 

oleh tim inti madrasah (Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah 

bidang humas/kesiswaan, dan Tim Humas). 

Monitoring dan evaluasi ini berfungsi sebagai alat navigasi 

untuk mengetahui apakah strategi komunikasi publik madrasah 

benar-benar menjangkau target, membentuk persepsi positif, dan 

berkontribusi terhadap meningkatnya minat calon peserta didik baru. 

Evaluasi juga menjadi sarana introspeksi untuk mengidentifikasi 

kelemahan, menyempurnakan strategi, dan membangun sistem kerja 

yang adaptif. 

Tahap perencanaan dalam model manajemen kehumasan 

partisipatif merupakan langkah strategis dan visioner yang akan 

menentukan arah, cakupan, dan kualitas seluruh proses kehumasan di 

madrasah. Perencanaan berfungsi sebagai kompas yang menuntun 

seluruh kegiatan humas agar tidak berjalan secara insidental, melainkan 

secara terstruktur, terukur, dan bernilai. Oleh karena itu, penyusunan 

perencanaan dalam model ini memiliki sejumlah tujuan yang bersifat 

menyeluruh, kontekstual, dan berorientasi masa depan, yaitu:  

a) Membangun landasan berpikir dan bertindak yang sistematis 

dalam pengelolaan kehumasan. Dengan adanya perencanaan, 

setiap anggota tim humas memiliki pemahaman yang sama tentang 
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visi lembaga, sasaran komunikasi, dan cara terbaik untuk 

menyampaikan pesan publik yang mencerminkan jati diri 

madrasah. Ini penting agar kegiatan humas tidak hanya fokus pada 

aspek teknis, seperti publikasi konten, tetapi juga menyatu dengan 

tujuan besar lembaga pendidikan Islam, yaitu menyampaikan nilai, 

membangun kepercayaan, dan menarik simpati masyarakat secara 

jujur dan bermartabat. 

b) Memastikan bahwa strategi komunikasi madrasah selaras dengan 

nilai-nilai keislaman dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan 

menjadi sarana untuk menyusun strategi promosi yang tidak hanya 

efektif dari sisi teknis, tetapi juga sensitif terhadap nilai-nilai etika, 

kejujuran, dan kebermanfaatan. Dalam hal ini, perencanaan 

menjadi ruang untuk menyaring pesan, memilih platform, dan 

menetapkan gaya komunikasi yang menggambarkan karakter 

madrasah sebagai lembaga yang religius, profesional, dan inklusif.  

c) Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara efisien dan 

partisipatif. Perencanaan memungkinkan setiap unsur yang terdiri 

dari guru, siswa, TU, bahkan alumni agar terlibat dalam 

menentukan arah komunikasi lembaga. Dengan demikian, 

perencanaan bukan hanya menyusun kegiatan, tetapi juga menjadi 

wadah kolaboratif yang memberdayakan warga madrasah untuk 

turut aktif dalam membangun citra lembaganya sendiri.  

d) Menyusun indikator keberhasilan dan tolok ukur yang jelas bagi 

kegiatan kehumasan. Melalui perencanaan yang matang, tim 

humas dapat menetapkan target yang realistis, misalnya jumlah 

konten yang diproduksi, platform yang digunakan, frekuensi 

publikasi, jumlah pendaftar yang dihasilkan dari promosi, serta 

persepsi masyarakat terhadap madrasah. Dengan indikator ini, 

proses evaluasi dan pengendalian menjadi lebih terarah dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  
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e) Mengarahkan seluruh aktivitas kehumasan kepada tujuan utama 

lembaga: peningkatan kepercayaan publik dan minat calon peserta 

didik baru, tujuan terakhir inilah yang esensial dalam tujuan 

manajemen kehumasan.  Dalam konteks ini, perencanaan bertujuan 

memastikan bahwa setiap langkah, program, dan pesan yang 

dibangun dalam kerja kehumasan benar-benar menjawab 

pertanyaan mendasar seperti bagaimana madrasah ini dikenal, 

dipercaya, dan dipilih oleh masyarakat sebagai tempat terbaik bagi 

putra-putrinya belajar.  

Dengan demikian, perencanaan dalam model ini bukan sekadar 

menyusun apa yang akan dilakukan, tetapi merupakan upaya 

membangun jembatan antara nilai dan tindakan, antara identitas 

madrasah dan persepsi publik, antara strategi komunikasi dan dampak 

sosial. Di sinilah perencanaan memiliki peran yang sangat pentin 

sebagai pangkal atau awal keberhasilan sekaligus penentu arah agar 

seluruh proses manajemen kehumasan berjalan secara bermakna, 

bernilai, dan berkelanjutan. 

b. Pengorganisasian Kehumasan 

Setelah perencanaan yang matang dan bernilai disusun, tahap 

selanjutnya yang sangat menentukan efektivitas implementasi model 

ini adalah proses pengorganisasian. Dalam konteks manajemen 

kehumasan madrasah, pengorganisasian tidak hanya dimaknai sebagai 

pembentukan struktur formal, tetapi juga sebagai penataan peran, relasi, 

dan mekanisme kerja yang menjamin semua unsur madrasah dapat 

terlibat secara adil, fungsional, dan produktif dalam kegiatan 

komunikasi publik lembaga. 

Tujuan dari tahap ini adalah menciptakan struktur pelaksana 

humas yang partisipatif dan profesional, namun tetap selaras dengan 

semangat pendidikan Islam yaitu mengembangkan potensi manusia, 

menjunjung nilai-nilai moral, dan mendorong kebermanfaatan jangka 
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panjang. Oleh karena itu, proses pengorganisasian dalam model ini 

dilakukan melalui beberapa langkah konkret berikut: 

1) Pembentukan Tim Kehumasan Madrasah melalui SK Resmi 

Langkah pertama dalam pengorganisasian adalah membentuk 

Tim Humas Madrasah secara legal dan formal melalui Surat 

Keputusan (SK) Kepala Madrasah. SK ini menjadi dasar hukum 

dan bentuk pengakuan resmi bahwa kehumasan adalah fungsi 

strategis yang mendapat tempat dalam struktur organisasi 

madrasah. Yang membedakan model ini adalah sifatnya yang 

partisipatif dan lintas unsur, yakni melibatkan berbagai unsur yang 

ada di madrasah yaitu: a) Guru sebagai pengarah strategi dan 

pembina konten; b) Siswa sebagai pelaksana kreatif, jurnalis muda, 

atau pengelola media; c) Tenaga kependidikan (TU) sebagai 

pengelola administrasi konten dan dokumentasi; d) Alumni sebagai 

duta narasi positif, narasumber testimoni, atau mitra relasi 

eksternal. Dengan struktur yang kolaboratif ini, fungsi kehumasan 

tidak terisolasi, melainkan menyatu dalam dinamika kehidupan 

madrasah. 

2) Penjabaran Peran dan Tugas Tim Secara Adil dan Fungsional 

Setelah tim terbentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan 

penjabaran peran dan tugas secara jelas dan terstruktur. Setiap 

anggota tim perlu mengetahui hal-hal penting yang meliputi apa 

saja tugas pokoknya (misal: dokumentasi, editing, publikasi 

konten, admin media sosial, komunikasi eksternal), kepada siapa ia 

bertanggung jawab, bagaimana alur kerja dan koordinasi 

antaranggota berlangsung, dan penetapan standar kerja (misalnya 

etika konten, waktu publikasi, gaya bahasa, dan kualitas visual).  

Penjabaran tugas ini tidak boleh asal tunjuk atau hanya 

berdasarkan kedekatan pribadi. Harus ada pendekatan yang 

berbasis pada minat, potensi, pengalaman, dan kemauan belajar 

dari masing-masing individu. Ini selaras dengan nilai etis keadilan, 



271 
 

 
 

di mana setiap anggota tim diberikan ruang yang proporsional dan 

bermakna, tanpa ada dominasi satu kelompok atau pengecualian 

terhadap pihak lain. 

3) Penyusunan SOP dan Alur Komunikasi Internal Kehumasan 

Agar koordinasi berjalan lancar, maka diperlukan SOP 

(Standar Operasional Prosedur) yang menjadi panduan kerja tim 

humas. SOP ini mencakup: a) Mekanisme pengumpulan dan 

pengiriman dokumentasi, b) Tahapan editing dan persetujuan 

konten sebelum tayang, c) Alur komunikasi antaranggota dan 

antarunit madrasah, d) Prosedur respon terhadap komentar publik 

atau media, Mekanisme pelaporan kegiatan humas secara berkala 

kepada kepala madrasah. 

Penyusunan SOP ini tidak bersifat top-down, melainkan hasil 

kesepakatan internal yang melibatkan semua pihak dalam tim. SOP 

ini tidak hanya mengatur tata kerja, tetapi juga menjadi alat 

pendidikan kedisiplinan, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam 

tim. Ia menjadi cermin dari nilai etis: kejelasan peran dan 

akuntabilitas. 

4) Pelibatan Siswa dalam Tim Humas Pelajar 

Salah satu aspek paling khas dan kuat dari model ini adalah 

adanya tim humas pelajar sebuah ruang belajar nyata di mana siswa 

dilibatkan secara aktif sebagai pelaksana dan pengembang kegiatan 

kehumasan. Pelibatan ini bertujuan untuk:  

a) Meningkatkan literasi digital dan kemampuan komunikasi 

publik siswa,  

b) Menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam 

menyampaikan informasi; 

c) Menumbuhkan rasa memiliki terhadap madrasah melalui 

karya nyata dan kontribusi sosial; 

d) Mengembangkan soft skills seperti kerja tim, manajemen 

waktu, dan kemampuan beradaptasi. 
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Pelibatan siswa ini harus didampingi oleh guru pembina, yang 

tidak sekadar mengawasi, tetapi membimbing, memberi teladan, 

dan menjadi teman diskusi bagi siswa. Integrasi nilai teleologis 

terlihat dalam bentuk penugasan dalam tim bukan hanya untuk 

menyelesaikan pekerjaan, tetapi sebagai proses mendidik siswa 

menjadi insan yang bermanfaat dan bertumbuh secara nilai. Dalam 

proses pengorganisasian ini, nilai etis menjadi landasan dalam 

membangun sistem kerja yang adil, transparan, dan bertanggung 

jawab. Setiap anggota tim harus merasa dihargai dan diberi ruang 

yang proporsional. Tidak boleh ada subordinasi yang merendahkan 

atau pelabelan yang membatasi kontribusi. 

Sementara itu, nilai teleologis memastikan bahwa setiap 

struktur, pembagian tugas, dan interaksi dalam tim diarahkan untuk 

menghasilkan dampak jangka panjang dan kebermanfaatan nyata, 

baik bagi pribadi anggota tim maupun bagi lembaga. Tim humas 

bukan hanya bekerja untuk promosi, tetapi menjadi wadah 

pendidikan karakter, pengembangan potensi, dan aktualisasi nilai-

nilai Islam dalam konteks komunikasi publik modern. 

Dengan pengorganisasian yang dilandasi semangat kolaborasi, etika, 

dan orientasi manfaat, model manajemen kehumasan madrasah tidak 

hanya akan berjalan secara fungsional, tetapi juga akan membentuk 

ekosistem kerja yang sehat, adil, dan mendidik. Organisasi bukan 

sekadar struktur, melainkan ruang bertumbuh bagi nilai, rasa tanggung 

jawab, dan cinta terhadap madrasah yang hidup dalam setiap 

anggotanya. 

c. Pelaksanaan Kehumasan 

Tahap pelaksanaan merupakan momen transformatif dalam siklus 

manajemen kehumasan, di mana seluruh rencana strategis diwujudkan 

dalam bentuk tindakan nyata dan sistematis. Pelaksanaan tidak hanya 

sebatas eksekusi teknis, tetapi merupakan proses menghidupkan visi 

madrasah melalui aktivitas komunikasi publik yang konsisten, 
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partisipatif, dan bernilai. Dalam konteks MAN, pelaksanaan 

kehumasan diarahkan untuk membentuk citra yang kuat, menarik, dan 

terpercaya di mata masyarakat. Melaksanaan dalam model ini meliputi 

kegiatan sebagai berikut:  

1) Komunikasi Internal dan Eksternal yang Konsisten 

Komunikasi internal dan eksternal menjadi fondasi utama 

dalam pelaksanaan humas yang efektif. Komunikasi internal 

dijalankan melalui forum koordinasi rutin antarunit, grup 

komunikasi digital antarpegawai dan siswa, serta sistem 

penyampaian informasi yang transparan dan suportif. Tujuannya 

adalah menciptakan kesamaan pemahaman dan semangat kolektif 

untuk membangun citra madrasah. 

Sementara itu, komunikasi eksternal dilaksanakan melalui 

kanal resmi madrasah seperti media sosial, website, serta kegiatan 

tatap muka seperti seminar atau open house. Pesan yang 

disampaikan kepada publik disusun selaras dengan kondisi internal 

dan nilai-nilai yang dipegang madrasah, sehingga terbangun 

kredibilitas dan kepercayaan publik. Komunikasi dijalankan 

dengan mengedepankan prinsip teologis (kejujuran, amanah), etis 

(transparansi, tanggung jawab), dan logis (konsistensi narasi dan 

data).  

2) Pengelolaan Media Informasi dan Publikasi 

Tim humas madrasah perlu mengelola berbagai media 

informasi dan publikasi secara profesional. Strategi publikasi 

mencakup pembuatan konten visual dan naratif yang 

mencerminkan nilai-nilai madrasah, seperti video profil, infografis 

prestasi, artikel kegiatan, dan testimoni siswa atau alumni.  

Media yang digunakan meliputi media cetak (brosur, leaflet), 

media digital (Instagram, YouTube, TikTok, website), serta media 

interaktif (webinar, live streaming). Setiap konten yang diproduksi 

harus memiliki nilai estetik yang tinggi, disampaikan dengan 
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bahasa yang humanis, dan disesuaikan dengan audiens sasaran. 

Tujuan utamanya adalah membentuk persepsi positif masyarakat 

terhadap madrasah sebagai institusi pendidikan Islam yang unggul, 

terbuka, dan inspiratif.  

3) Pelaksanaan Event Kehumasan 

Pelaksanaan event kehumasan menjadi instrumen penting 

untuk mendekatkan madrasah kepada masyarakat dan memperkuat 

keterlibatan publik. Kegiatan yang dirancang dapat mencakup open 

house, lomba konten pelajar, parent gathering, market day, atau 

talkshow alumni inspiratif. Setiap event dirancang tidak hanya 

untuk promosi, tetapi juga sebagai wahana edukatif, rekreatif, dan 

spiritual bagi calon peserta didik dan orang tua. 

Event-event ini harus dikembangkan berdasarkan prinsip nilai 

teleologis yaitu bahwa setiap kegiatan memiliki tujuan akhir yang 

berdampak nyata bagi peningkatan minat dan kepercayaan 

masyarakat terhadap madrasah. Pelaksanaan event juga menjadi 

ajang membangun relasi emosional yang hangat, bersahabat, dan 

bermakna antara madrasah dan masyarakat.  

4) Penanganan Krisis dan Manajemen Isu 

Dalam pelaksanaannya, fungsi humas harus siap merespons 

krisis atau isu yang berpotensi mengganggu citra madrasah. Oleh 

karena itu, model manajemen kehumasan ini mencakup 

pembentukan sistem monitoring isu dan protokol komunikasi 

krisis. Hal ini meliputi identifikasi dini isu-isu sensitif, kesiapan 

tim humas dalam membuat klarifikasi, serta kemampuan menjaga 

komunikasi yang tenang, jujur, dan proporsional kepada publik. 

Strategi ini berlandaskan pada prinsip nilai logis dan etis, di 

mana respons terhadap krisis harus didasarkan pada data yang valid 

dan disampaikan secara jujur dan bertanggung jawab. Penanganan 

krisis yang efektif bukan hanya meredam isu, tetapi juga 
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membangun kepercayaan jangka panjang dan menunjukkan 

integritas madrasah di hadapan publik.  

5) Pembinaan Hubungan dengan Stakeholder 

Pelaksanaan manajemen kehumasan juga mencakup 

pembinaan hubungan yang terstruktur dengan berbagai pemangku 

kepentingan. Stakeholder yang dimaksud mencakup orang tua 

siswa, alumni, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah, media 

lokal, serta lembaga pendidikan lainnya. Strategi hubungan 

eksternal ini dilakukan melalui komunikasi intensif, kolaborasi 

program, serta keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan 

madrasah. 

Madrasah dapat membentuk forum komunikasi stakeholder, 

mengadakan audiensi rutin, serta mengikutsertakan stakeholder 

dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Pendekatan ini bertumpu 

pada nilai-nilai sosial dan teologis seperti silaturahmi, tolong-

menolong, dan kebermanfaatan bersama. Dengan menjalin 

hubungan yang kuat dan berkelanjutan, madrasah akan 

memperoleh dukungan, kepercayaan, dan reputasi positif yang 

berpengaruh langsung terhadap peningkatan jumlah pendaftar.  

Pelaksanaan yang dirancang dan dijalankan dengan 

mengintegrasikan enam sistem nilai Ahmad Sanusi yang mencakup 

nilai teologis, etis, estetis, logis, fisik-fisiologis, dan teleologis akan 

menempatkan fungsi kehumasan bukan sekadar alat promosi, tetapi 

sebagai jembatan spiritual, moral, dan sosial antara madrasah dengan 

masyarakat.  

d. Pengendalian Kehumasan 

Tahap pengendalian merupakan fungsi akhir dalam siklus 

manajemen kehumasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa 

pelaksanaan program berjalan selaras dengan tujuan, indikator 

keberhasilan, dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam 

konteks Madrasah Aliyah Negeri, pengendalian tidak sekadar bersifat 
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evaluatif, tetapi juga bersifat edukatif, korektif, dan transformatif. 

Tahap ini mencakup kegiatan berikut: 

1. Pengukuran Kinerja Aktual 

Langkah awal dalam pengendalian adalah mengukur kinerja 

aktual dari pelaksanaan kegiatan kehumasan. Pengukuran ini 

mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif, seperti jumlah 

konten publikasi yang dihasilkan, keterlibatan publik di media 

sosial, partisipasi dalam event humas, serta kecepatan respon 

terhadap pertanyaan publik. Instrumen pengukuran dapat berupa 

log kegiatan, rekaman laporan mingguan/bulanan, hasil observasi, 

serta umpan balik dari warga madrasah maupun masyarakat umum.  

Dalam tahap ini, pendekatan berbasis data sangat penting agar 

evaluasi tidak bersifat subjektif. Indikator yang digunakan harus 

selaras dengan perencanaan, seperti jumlah publikasi dalam 

periode tertentu, tingkat engagement akun media sosial madrasah, 

peningkatan pendaftar baru, dan jumlah liputan eksternal oleh 

media lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip nilai logis-

rasional dalam sistem nilai Ahmad Sanusi, yaitu bahwa 

pengambilan keputusan manajerial harus berdasarkan informasi 

faktual, relevan, dan terstruktur. 

2. Membandingkan Kinerja Aktual dengan Standard 

Setelah data kinerja aktual dikumpulkan, tahap berikutnya 

adalah membandingkannya dengan standar atau target yang telah 

ditetapkan dalam perencanaan. Standar tersebut bisa berupa target 

capaian kuantitatif (misalnya minimal publikasi per bulan), standar 

kualitas (konten minimal memuat narasi persuasif dan visual 

estetis), maupun jadwal pelaksanaan kegiatan (seperti timeline 

promosi PPDB).  

Proses pembandingan ini berfungsi untuk mengidentifikasi 

adanya kesenjangan atau deviasi antara capaian dan harapan. Jika 

kinerja aktual sesuai atau melampaui standar, maka program dinilai 
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berjalan efektif. Namun jika terdapat deviasi, maka harus 

dilakukan analisis mendalam terhadap akar masalahnya. Proses ini 

merupakan penerapan prinsip nilai etis, yaitu pentingnya 

objektivitas, keadilan, dan keterbukaan dalam menilai kinerja 

institusi. 

3. Melakukan Tindakan Korektif 

Langkah terakhir dari fungsi pengendalian adalah mengambil 

tindakan korektif terhadap penyimpangan atau kelemahan yang 

ditemukan. Tindakan korektif dilakukan bukan hanya untuk 

memperbaiki kinerja ke depan, tetapi juga sebagai proses belajar 

dan peningkatan kualitas kelembagaan. Tindakan ini bisa berupa 

pelatihan ulang anggota tim humas, revisi strategi komunikasi, 

penggantian platform media yang kurang efektif, atau perubahan 

sistem kerja tim. 

Tindakan korektif dilakukan secara dialogis dan kolaboratif, 

melibatkan semua unsur terkait untuk merumuskan solusi yang 

adaptif dan berkelanjutan. Dengan semangat nilai teleologis, setiap 

tindakan perbaikan diarahkan untuk mencapai dampak jangka 

panjang: reputasi madrasah yang meningkat, kepercayaan 

masyarakat yang menguat, dan minat peserta didik baru yang terus 

bertumbuh. 

Melalui tiga tahapan pengendalian ini fungsi kehumasan akan 

dapat berjalan efektif dan terus berkembang melalui mekanisme 

evaluasi yang sistematis dan reflektif. Tahapan ini memperlihatkan 

bahwa pengendalian bukan sekadar alat kontrol, tetapi merupakan 

ruang pembelajaran dan penguatan nilai-nilai luhur dalam pengelolaan 

komunikasi publik madrasah. Di sinilah integrasi antara manajemen 

modern dan sistem nilai pendidikan Islam menemukan titik temu yang 

ideal. 
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7. Kebaruan (Novelty) 

Model Hipotetik Manajemen Kehumasan Partisipatif Berbasis Nilai 

pada Madrasah Aliyah Negeri Dalam Meningkatkan Minat Calon Peserta 

Didik menawarkan sebuah model manajemen kehumasan yang baru, 

terstruktur, dan bernilai transformatif bagi madrasah aliyah negeri. Model 

hipotetik yang disusun tidak hanya mengadopsi kerangka POAC 

(Planning, Organizing, Actuating, Controlling) secara sistematis, tetapi 

juga mengintegrasikan dua pendekatan penting yang menjadikannya unik 

dibandingkan model-model sebelumnya, yaitu:  

1. Integrasi Nilai-Nilai Filosofis dan Sistem Nilai Ahmad Sanusi 

Model ini merupakan model manajemen kehumasan pertama yang 

menggabungkan pendekatan manajerial modern dengan sistem nilai 

pendidikan Islam yang menyeluruh, yaitu nilai teologis, etis, estetis, 

logis-rasional, fisiologis, dan teleologis. Nilai-nilai ini tidak hanya 

menjadi ornamen filosofis, tetapi diimplementasikan secara nyata 

dalam setiap tahapan: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

hingga pengendalian. Nilai etis dan teleologis menjadi landasan dalam 

perencanaan kehumasan yang jujur, berorientasi manfaat, dan bebas 

dari manipulasi. Nilai estetis memandu desain konten promosi agar 

lebih menarik dan profesional. Nilai logis mendasari pengukuran 

kinerja kehumasan yang berbasis indikator dan data objektif. 

2. Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif dalam Kehumasan 

Model ini memposisikan fungsi kehumasan bukan hanya sebagai 

tugas struktural, tetapi sebagai fungsi kolektif madrasah, di mana para 

guru, siswa, alumni, staf, dan orang tua dilibatkan dalam narasi, 

publikasi, dan relasi masyarakat. Pendekatan ini merupakan inovasi 

karena model ini mengedepankan keterlibatan seluruh komunitas 

madrasah dalam membangun citra lembaga, mendorong pengelolaan 

kehumasan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dan menciptakan 

iklim sekolah komunikatif, terbuka, dan responsif terhadap dinamika 

masyarakat.  
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3. Pengembangan Model Berbasis Konteks Lembaga Pendidikan Islam 

Berbeda dari model PR konvensional yang dikembangkan dalam 

konteks korporat atau sekolah umum, model ini disusun secara 

kontekstual dalam lingkungan Madrasah Aliyah Negeri yang memiliki 

ciri keagamaan, nilai spiritual, dan tantangan citra lembaga Islam. 

Model ini dirancang agar manajemen kehumasan sesuai dengan 

karakteristik madrasah, regulasi Kementerian Agama, dan kebutuhan 

komunikasi publik serta mampu menjawab stereotip publik terhadap 

madrasah melalui narasi yang jujur, terbuka, dan menginspirasi. 

8. Uji Kelayakan Model 

Model hipotetik ini sudah menempuh uji kelayakan berupa: 

a. FGD 

Diskusi tentang model ini dilaksanakan dengan mengundang beberapa 

pejabat struktural kantor kementerian agama kab. Tabalong, pengawas 

madrasah, dan wakil kepala madrasah bidang humas, koordinator dan 

tim humas madrasah di MAN 1 dan MAN 2 Tabalong yang menjadi 

lokus dari penelitian ini.  

b. Seminar Model 

Seminar model ini dilaksanakan pada forum kehumasan yang diikuti 

oleh humas kantor kementerian agama kabupaten tabalong, para wakil 

kepala madrasah bidang humas dan tim humas di madrasah aliyah di 

lingkungan kementerian agama kabupaten Tabalong yang terlaksana 

pada bulan Juni 2025.  

c. Uji Pakar 

Uji kelayakan model hipotetik ini juga telah dilakukan dengan diskusi 

dengan para akademisi manajemen pendidikan Islam di Sekolah Tinggi 

Ilmu Tarbiyah (STIT) Syakh Muhammad Nafis Tabalong dan Sekolah 

Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) di Kabupaten Tabalong. Pengawas 

MAN pada kantor kementerian agama kabupaten Tabalong mengenal 

baik model ini dan memahami bahwa model ini sangat bisa diterapkan 

di madrasah aliyah negeri.   
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9. Visualisasi Model 

Pengambangan konsep Model Hipotetik Manajemen Kehumasan 

Partisipatif Berbasis Nilai pada Madrasah Aliyah Negeri Dalam 

Meningkatkan Minat Calon Peserta Didik divisualisasikan dalam bagan 

berikut:  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  

Visualisasi Model konsep Model Hipotetik Manajemen Kehumasan 

Partisipatif Berbasis Nilai pada Madrasah Aliyah Negeri  

Dalam Meningkatkan Minat Calon Peserta Didik 
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10. Penjelasan Gambar 

Gambar 6 menampilkan visualisasi Model Hipotetik Manajemen 

Kehumasan Partisipatif Berbasis Nilai yang dikembangkan sebagai 

pendekatan strategis untuk meningkatkan minat calon peserta didik baru di 

Madrasah Aliyah Negeri. Model ini dirancang secara komprehensif dengan 

mempertimbangkan keterpaduan antara sumber daya internal, dukungan 

lingkungan eksternal, serta landasan nilai yang kokoh. 

Model dimulai dari raw input, yaitu minat calon peserta didik yang 

menjadi fokus dan titik tolak perencanaan kehumasan. Minat ini 

dipengaruhi oleh persepsi masyarakat, informasi publik yang tersedia, serta 

citra lembaga yang terbentuk yang dapat ditingkatkan melalui proses 

manajemen kehumasan. Keberadaan instrumental input berupa peraturan 

perundang-undangan, kebijakan Kementerian Agama, dan pedoman teknis 

madrasah memastikan setiap langkah strategi kehumasan berjalan sesuai 

kerangka hukum dan standar nasional pendidikan. 

Selanjutnya, environmental input menggambarkan ekosistem 

pendukung yang meliputi pemerintah, pengawas madrasah, komite 

madrasah, masyarakat sekitar, dan stakeholder lainnya. Input lingkungan 

ini berperan tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai 

mitra strategis dalam memperluas jangkauan pesan, memperkuat legitimasi 

publik, dan meningkatkan kredibilitas madrasah di mata masyarakat. 

Inti dari model ini adalah proses manajemen kehumasan partisipatif 

yang mengintegrasikan empat fungsi utama manajemen dalam pola kerja 

kolaboratif. Proses ini tidak sekadar memobilisasi tim humas formal, 

melainkan juga mengaktivasi peran guru, siswa, alumni, dan orang tua 

sebagai brand ambassador madrasah. Keunikan model terletak pada 

integrasi nilai etis dan teleologis di dalam seluruh tahapan proses. Nilai etis 

memastikan kejujuran, keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap 

norma, sedangkan nilai teleologis mengarahkan seluruh upaya pada tujuan 

kebermanfaatan jangka panjang, tidak semata mengejar kuantitas pendaftar 

tetapi juga kualitas hubungan dan reputasi lembaga. 
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Implementasi proses ini diharapkan menghasilkan output yang 

terukur, yaitu meningkatnya minat mendaftar calon peserta didik pada 

PPDB MAN. Keberhasilan output menjadi indikator efektivitas strategi 

yang selanjutnya diharapkan berkontribusi pada outcome jangka panjang 

berupa terwujudnya madrasah aliyah yang unggul—secara akademik, 

keagamaan, maupun pengelolaan hubungan publik. 

Visualisasi model ini juga menegaskan bahwa keberhasilan 

manajemen kehumasan madrasah bukan hanya hasil dari strategi promosi 

semata, tetapi merupakan sinergi antara regulasi yang jelas, dukungan 

lingkungan yang kuat, proses manajerial yang partisipatif, dan landasan 

nilai yang terinternalisasi. Pendekatan ini membedakan model ini dari 

praktik kehumasan pendidikan Islam yang selama ini cenderung 

terfragmentasi, reaktif, dan belum mengintegrasikan dimensi nilai secara 

utuh dalam strategi manajerialnya. 
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